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PENETAPAN
Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Sby
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:
Naufal Aisy Nabil Bin Marsudi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kali Kepiting
No0.29-B RT02/RWO05 Kel.Tambak Sari Kec.Pacar
Kembang Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
Eka Aris Jayanti Binti Agusnadi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Penjaga Stand, tempat kediaman di Jalan Kali
Kepiting No.29-B RT02/RWO05 Kel. Pacar Kembang Kec.
Tambak Sari Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai Para
Pemohon
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07
Februari 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Sby
tanggal 07 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pernah menikah menurut
agama Islam (Sirri) pada tanggal 28 Januari 2020, dengan Wali Nikah
ayah Kandung Pemohon Il, bernama Agusnadi, yang menikahkan
adalah Imam Masjid dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Setio
budi dan Pringgo Digdo serta mas kawin berupa uang sebesar
Rp200,000- (Dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari.Kota Surabaya.
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2. Bahwa Setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, dan dan telah dikaruniai seorang
anak, bernama Dhiyaulhaggi Sunni Waliy Bin Naufal Aisy Nabil lahir
tanggal 02 Maret 2021;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 Pemohon | dan
Pemohon Il menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari. Kota Surabaya, dengan
wali nikah Agusnadi adalah Ayah Kandung dan dihadiri dua orang saksi
nikah yaitu Pringgo Digdo dan Setio budi dengan mas kawin uang
sebesar Rp 200,000- (Dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat
serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Agustus 2021
nomor : 0745/55/VI111/2021

4, Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah Akta Kelahiran Anak
namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta
surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak
kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon
Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas
hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan anak yang bernama Dhiyaulhaqgi Sunni Waliy Bin Naufal Aisy
Nabil lahir tanggal 02 Maret 2021 adalah anak kandung dari Pemohon |
(Naufal Aisy Nabil Bin Marsudi) dengan Pemohon Il (Eka Aris Jayanti
Binti Agusnadi);

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan hasil putusan
Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota setempat;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il ;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat,
akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naufal Aisy Nabil,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Aris Jayanti,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0745/55/VIII/2021, bermeterai
cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup,
telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Dhiyaulhaqgi Sunni
Waliy, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.5;
B.SAKSI:
Saksi 1, Sjafiudin bin Sali, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat
tinggal di Jalan Kalinayar Sidomukti 5 RT 007 RW 010 Kelurahan Bongkaran
Kecamatan pabean Cantikan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap dipersidangan
ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama
Dhiyaulhaqgi Sunni Waliy Bin Naufal Aisy Nabil lahir tanggal 02 Maret
2021;
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- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon | dengan
Pemohon Il dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan Wali
Nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama  Agusnhadi, yang
menikahkan adalah Imam Masjid dan dihadiri oleh dua orang saksi
nikah yaitu Setio budi dan Pringgo Digdo serta mas kawin berupa uang
sebesar Rp200,000- (Dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan
secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari.Kota
Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon |
adalah perjaka, dan status Pemohon Il adalah Perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 08 Agustus 2021 Pemohon |
dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya,
dengan wali nikah Agusnadi adalah Ayah Kandung dan dihadiri dua
orang saksi nikah yaitu Pringgo Digdo dan Setio budi dengan mas
kawin uang sebesar Rp 200,000- (Dua ratus ribu rupiah) dan
seperangkat alat Sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah
tanggal 08 Agustus 2021 nomor : 0745/55/VIII1/2021;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut
digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun
mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat
penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak
kandung Para Pemohon;
Saksi 2, Sugeng Kasnan bin Sogi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Jambangan RT 005 RW 003 Kelurahan
Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon Il ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap dipersidangan
ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama
Dhiyaulhaqgi Sunni Waliy Bin Naufal Aisy Nabil lahir tanggal 02 Maret
2021;
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- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon | dengan
Pemohon Il dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan Wali
Nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama  Agusnhadi, yang
menikahkan adalah Imam Masjid dan dihadiri oleh dua orang saksi
nikah yaitu Setio budi dan Pringgo Digdo serta mas kawin berupa uang
sebesar Rp200,000- (Dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan
secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari.Kota
Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon |
adalah perjaka, dan status Pemohon Il adalah Perawan ;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 08 Agustus 2021 Pemohon |
dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya,
dengan wali nikah Agusnadi adalah Ayah Kandung dan dihadiri dua
orang saksi nikah yaitu Pringgo Digdo dan Setio budi dengan mas
kawin uang sebesar Rp 200,000- (Dua ratus ribu rupiah) dan
seperangkat alat Sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah
tanggal 08 Agustus 2021 nomor : 0745/55/VIII1/2021;

- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut
digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun
mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat
penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak
kandung Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana
dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara a quo merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para
Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk
mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan
tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah menguatkan pengakuan
Pemohon | dan Pemohon Il sebagai penduduk dan berdomisili di Wilayah Kota
Surabaya, sebagai legal standing Para Pemohon mengajukan permohonan ini
di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah menguatkan pengakuan Pemohon |
dan Pemohon Il sebagai pasangan suami istri yang sah, yang pernah menikah
pada tanggal 28 Januari 2020, kemudian menikah ulang pada tanggal 08
Agustus 2021 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa P.5, adalah menguatkan pengakuan Pemohon | dan
Pemohon Il, yang telah melahirkan seorang anak bernama Dhiyaulhaqgqgi Sunni
Waliy Bin Naufal Aisy Nabil lahir tanggal 02 Maret 2021,

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165
HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
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tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para
Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan
Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah
memohon penetapan asal usul anaknya bernama Dhiyaulhaqgi Sunni
Waliy Bin Naufal Aisy Nabil lahir tanggal 02 Maret 2021;

- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon | dengan Pemohon I
dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan Wali Nikah ayah
Kandung Pemohon I, bernama Agusnadi, yang menikahkan adalah
Imam Masjid dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Setio budi
dan Pringgo Digdo serta mas kawin berupa uang sebesar Rp200,000-
(Dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari.Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah perjaka, dan
status Pemohon Il adalah Perawan ;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 Pemohon | dan Pemohon II
menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dengan wali
nikah Agusnadi adalah Ayah Kandung dan dihadiri dua orang saksi
nikah yaitu Pringgo Digdo dan Setio budi dengan mas kawin uang
sebesar Rp 200,000- (Dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat
Sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Agustus
2021 nomor : 0745/55/V111/2021;

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk
mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan
karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang
menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para
Pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran
Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan
tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dan telah dikaruniai seorang anak,
bernama Dhiyaulhaqgqgi Sunni Waliy Bin Naufal Aisy Nabil lahir tanggal 02 Maret
2021, Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan
secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah
menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan
sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya
halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44
Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang
dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2)
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah
melahirkan seorang anak, bernama Dhiyaulhaqqgi Sunni Waliy Bin Naufal Aisy
Nabil lahir tanggal 02 Maret 2021, sedangkan terhadap anak tersebut perlu
ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang
telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon
telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan
perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa
tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak
tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positip
(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap
kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang
jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal
usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal
103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta
kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan
menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk
menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini
untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon
sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu
P.5, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika
dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak
Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut
adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (erkening) tersebut yang
merupakan pengakuan asal usul anak (istbat nasab bil ikrar) dan telah pula
dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan
hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan
anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-
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undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang
berlaku sebagimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :
1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

|t sy ) S g ) e g L ddand )l slall e 31 5311 2 g
Artinya :"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan
manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha
Kuasa”;
2. Kitab Figh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7
halaman 673 sebagai berikut :

oo aily bl bolsl a daw g, 6wVl lede poii il psile sl so8] ]

Vs aul go £57 Melbb apasdly ajzmlly pall 5359 pwlwl Lle poii alall

dasi odg ol,¢ auaaii Y 3l 6wl g (b el dlayl g .00l o s

eMall culss b Yl uolsl exSSail bYg) 3] LYl Gle alll lasil (alas

313 (s do> 5 colac g Oliz o il s Lalg Lgins.

Artinya : “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab

dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal

abadi dari silaturohim yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan

tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula

ayah adalah sebagian dari anaknya. lkatan nasab adalah laksana tenunan

keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung

yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan

nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan
silaturohim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan
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dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon
sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum
Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak
yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Dhiyaulhaqgi Sunni Waliy

Bin Naufal Aisy Nabil lahir tanggal 02 Maret 2021 adalah anak kandung dari
Pemohon | (Naufal Aisy Nabil Bin Marsudi) dengan Pemohon Il (Eka Aris
Jayanti Binti Agusnadi);

3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mencatatkan hasil
penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar
Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 14 Februari 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti AisyAH, S.Ag., M.H.P. dan
Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
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oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 400.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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